
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 1992  

TENTANG 

PERFILMAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa Film sebagai media komunikasi massa pandangdengar 

mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa 
sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional dalam 
pembangunan nasional, 

  b. bahwa perfilman yang merupakan rangkaian kegiatan yang 
mendukung peranan film tersebut di atas memerlukan sarana 
hukum dan upaya yang lebih memadai bagi pembinaan dan 
pengembangan perfilman Indonesia; 

  c. bahwa Filmordonnantie 1940 (Staatsblad 1940 No. 507) dan 
Undang-undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang Pembinaan 
Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2622) sudah tidak lagi memenuhi tuntutan 
perkembangan keadaan dan kebutuhan bagi pembinaan dan 
pengembangan perfilman Indonesia; 

  d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu 
mengatur perfilman dalam Undang-undang; 

 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945; 
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Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERFILMAN. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 
komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas 
sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, 
piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya 
dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, 
proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, 
yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem 
proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya; 

2. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 
pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, 
pertunjukan, dan/atau penayangan film; 

3. Jasa teknik film adalah penyediaan jasa tenaga profesi, dan/atau 
peralatan yang diperlukan dalam proses pembuatan film serta usaha 
pembuatan reklame film; 

4. Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan 
reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film 
dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara 
utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu. 
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BAB  II 
DASAR, ARAH, DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
Penyelenggaraan perfilman di Indonesia dilaksanakan berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 
Pasal 3 

 
 Sesuai dengan dasar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, perfilman di Indonesia diarahkan kepada: 

 a. pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa; 

 b. pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan 
harkat dan martabat manusia; 

 c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 

 d. peningkatan kecerdasan bangsa; 

 e. pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman; 

 f. keserasian dan keseimbangan di antara berbagai kegiatan dan jenis 
usaha perfilman; 

 g. terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; 

 h. penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

 dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan, 
asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, dan 
asas kepercayaan pada diri sendiri. 
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Pasal 4 
 

Perfilman di Indonesia dilaksanakan dalam rangka memelihara dan 
mengembangkan budaya bangsa dengan tujuan menunjang 
terwujudnya tujuan pembangunan nasional. 

 
BAB III 

FUNGSI DAN LINGKUP 
 

Pasal 5 
 

Film sebagai media komunikasi massa pandang-dengar mempunyai 
fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan budaya bangsa, 
hiburan, dan ekonomi. 

 
Pasal 6 

 
Lingkup Undang-undang ini meliputi seluruh film, kecuali film berita 
yang ditayangkan melalui media elektronik. 

 
Pasal 7 

 
(1) Film merupakan karya cipta seni dan budaya yang dilindungi 

berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 
Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 
Tahun 1982 tentang Hak Cipta. 

(2) Film terikat kewajiban serah simpan berdasarkan Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan 
Karya Rekam. 
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BAB IV 
USAHA PERFILMAN 
Bagian Pertama 

Umum 
 

Pasal 8 
 

(1) Usaha perfilman dilaksanakan atas asas usaha bersama dan 
kekeluargaan serta asas adil dan  merata guna mencegah 
timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada satu 
tangan atau satu kelompok. 

(2) Usaha perfilman meliputi: 

 a. pembuatan film; 

 b. jasa teknik film; 

 c. ekspor film; 

 d. impor film; 

 e. pengedaran film; 

 f. pertunjukan dan/atau penayangan film. 

 
Pasal 9 

 
(1) Usaha perfilman di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh warga 

negara Indonesia dalam bentuk badan usaha yang berstatus 
badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perfilman. 

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
memiliki izin usaha perfilman. 

(3) Izin usaha perfilman berlaku selama badan usaha yang 
bersangkutan masih melakukan kegiatan di bidang perfilman. 

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk memperoleh izin 
usaha perfilman diatur lebih lanjut dengan Peraturan 


